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Syah Hussein Alaias, Sosiologi Kor11psi, LP3ES. 2003. 
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B. Perah\ran Perund>'lng-Undangan: 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepcgawaian 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tcntang Pokok-Pokok Kepegawaian 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Alas Undang-Undang 
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PUTUSAN 
No.: 02 /?id.sus.K/2011/PN.Mdn. 

"DEMI 11.'EAOILAN BEROASARKAN KET\JHANAN YANG MAHA ESA" 

Pengadllon Tlndak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negert Medan ys_ng 
mengadill perkara pldana pada peradilan tlngkat pertama, telah meiiJatuhkan 

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : 

ORS. TAUFIK. 

. Pematang Siantar . 
• 49 Tahunl 13 Oktober 1961. 
; laki - lalli 
: Indonesia. 

Noma lengkap 

Tempat lahlr 
Umurllgl.lahlr 
Jenis kelamin 
Kebangsaan 
Tempat tingg3f JI. Batam Komplek Perum Pemda Kw. Bingei 

Stabal 
Ag a m a  
Peke�aa� 
Pendldlkan 

· Islam. 

: PNS pada Pemkab Lengkat 
: S-1. 

Terhadap terdakwa dllakukan PENAHANAN sebagal berlkut 

1. Penyidik . 
• 

- Rutan sejak langgal. 21 Desember 2010 sld 09 Jahuari�011 

2. Perpanjangan o:eh Keiati Sumut • 

- Rutan sejak tangga.: 10 Januari 2011 sld 18 Februari 2011 

3. Perpan)angan oleh Ketua PN Medan I : 
• Rutan aeJak tanggal: 19 Februart2011 s/d20 Maret2011 

4. Perpen)angan oleh Ketua PN Medan II : 

- Rutan sejak tanggal: 21 Maret 2011 sic! 19 April 2011 

5. Penuntut umum : 

- Rutan sejak tanggal: 18April 201 1sld07 Mel 2011 

6. Perpan]angan oleh Ketua PN Stabat : 

• Rutan seJak tanggal: 08 Mei 2011 sld 06 JUlll 2011 

7. Ketua Majens Hakim Tip;'<or pada PengadPen Negert Medan: 

Rutan seja!c. tanggal: 25 Mei 2011 :i/d 24 Junl 2011 

•. 

H31am"1 I dar\96 �olan:ln 
l'vtuian No. 02/l'icl.Su.,Knd. i l/PN.Mdti 

/ 

' 

' 

' 
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8. Perpanjangar\ oleh Ketua PN Medan : 

- Rutan· sejak tanggal: 25 Juni 2011 $/d 22 Agustus 2011. 

9. Perpanjangan"oleh Ketua PT Medan : 
- Rutan se]ak tanggal : 23 Agustus 2011 s/d 21 September 2011 ; 

Terdakwa di �ersidan gan dldampingi Penasehat Hukumnya BERLlN PUReA:sH 
dan AMELIA SYAHRENl,SH Advokat dari LAW OFFICE Berlin Purb� &'..\dsoei�fes, 

I I · ) j: / l : 
ber1<antor dan beralamat di jalan Nyiur Raya 111/02 P.Simalingkar-Medan 
,berdasar1<an surat kuasa khusus tertanggal $0 Mei 2011.; 

Pengadilan Negeri Tersebut; 
,Telah membaca : 

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 �ei �011 No: 02/ 
I� 

Pid.Sus.K I 2011 I PN.Mdn tentang penunjukan Majelis Hakim yang ,. 
mengadili perkara ini ; 

2. Penetapan Majetis Hakim Pengadilan Negeri Medan tan�gal 26 Mel 2011 

3. 

i I 1'� 
No: 02 / Pld.Sus.K / 2011 I PN.Mdn tentang penetapan harl sidang ; 

' 1 
Ber1<as per1<ara etas nama terdakwa Ors.H.TAUFIK beserta seluruh 

lampirannya ; 

Telah tneildengar keterangan saksi-saksl dan Terdakwa ; 
Telah merihat barang bukll yang diajukan d! persidangan ; 
Telah mendengar tunMan pidana dari Penuntut Umum yang pada 

' 
pokoknya menuntut agar Majens Hakim yang mengadili perkara inl memutuska� : 

1. Menyatakan terdakwa Drs.H.TAUFIK tidak terbllkti secara sah dan 
.; . ' 

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana d.iatur 
dan dlancam Pidana dalam Pas al 2 ayat (1) Jo. Pas al 1 e' Undang-Undang .. .. ·. 
No.31 Tahun '1999· tentang Pemberantasan Tlndak Pidana KorupsJ 
sebagaimana telah dlrubah dengan Undang-Undang Nd.20 T!ihun 2001 ' 

tentang Perubahan Ates Undang-Uridang No.31 Tahu'n 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi Jo. Plfsal 55 ayat. (1) ke-1 K�f-IP 
dall!m Surat Oakwaan Primalr. membebaskan terdakwa dari dakwaan 
primair; 
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9) 1 (satu) lembar as!{ Tanda penenmaan uang sebenyalc 
Rp.1.700.000.000,- darl Bupati langkat kepada Richard Jamir tanpa 
tanggal: 

I 10)1 (setu) bush Buku Neraca per 31 Desember 2007 AUDITED; 

11)Foto copy dilegallslr 1 (satu} lembar rekenlng Koran Bendnharawan 
Sekretarlet Daereh Ksb.Langkat pengelueran dana Rp.1,700.000.000,-; •• 

12)Asll 1 (satu) bush Draf Rsncangan Penjabaran P-APsb TA 2007 dlsita 
dari Drs.Tengku Nilfan Sahari Harumi: 

13)Asll 1 (satu) bueh bu�u draft KUA P-APBD Kab.Langket Tahun 2007 : 

14)Asli 1 (satu) buah.buku KUA P-APBO Kab.Langkat Tahun 2007: 

15)Asli 1 (satu) bush buku dra!t PPAS P-APBD Kab.Lal'gkat tahun 2007: 

16)Asll 1 (satu) buah b.:ku PPAS P-APBD Kab.Lengkat tahlin 2007 : 

17)Asll 1 (satu) set Laporan Kegiatan DPRD Kab.Langkat Komis! IV tanggal 
4 Januarl 2007 : 

18)Asll 1 (setu) lembar Serita Acara Selessl Pekerjaen, Pekerjaan 
Pematangan Lahan Kawasan Wisata Bukit Lawang tertanggal 08 
Oktober 2002 benk.ut lampirannya berupa 1 (salu) set roto copy progress 
report. 

19)Asll 4 (empat) buah buku Rlsa!ah/Cauitan Pembahasan P-APBD Tahun 
2007 DPRD Kab.Langkat: 

•. 

Oljadlkan aebagal barang buktl dalam btrkH perkara An. 
Toraangka RICHARD TAMIR TAN (Berkaa terplaah). 

6. Menyatskan Terdakwa dibobani untuk membayar blays perkara sebesar Rp. 
5.000,- ( Lima ribu rupiah) : 

Menlmbang, bahwa telah mendengar pembelasn terdekwo terdakwa yang 
diucapkan/dibacakan di persldangan pada tanggal 25 Agustus 2011 yang pada 
pokoknya sebagal berlkut • 

- Bahwa pematangan lahan tidak b.sa dipandang atau diartil<an sebagal 
proyek dalam P.APBD tahun 2007 te�pi merupakan kompensasl atau biaya 
pengganti etas lahan yang telah dimatangkan CV.Surya Nusantara lndah 

Hallrn&n• dirt 96 h&lmM11 
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Keppres 18 tahun 2000 tentang pedoman Pengadaan Barang dan Jasa ; ' 
• Bahwa pematangan lahan dimaksudkan untuk pembaMgunan Rtlrrtah Kies 

dengan pola KPR bagi pedagang Bukit Lawang saat proses penyusunan 
proposal dan kelengkapan dokumen, lahan ini digl.niakall oleh Pe'rnkab . , .. 
Langkat dan Dinas PU tanpa koordinasi sehingga rencana pembongunan 
Rumah Klos batal : 

- Bahwa seandalnya Pemerlntah Kabupaten Langkat tldak menjadikan lahan 
. � ':i. 

yang telah dimatangkan sebagai tempat relokasi tidak mungkin Badan . -· ,-· ' Pengelola Buk� Lawang dan CV.Surya Nusantara lndah menunM Pemda 
atau mengusulkan pembayaran kepada Pemda Langkat ; 

- Behwa pembayaran biaya pematangan lahan dikoordinasikan d�gan stat 
keuangan dan Anggota TAPD dalam penetapan judut dan Kode Rekening 
sesuai Pasal 1 Nomor 58 Permendagri No.13 Tahun 2006 •u'tang Da�rah 
adalah )umlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah yang dapat dlnilai 
dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Perjanjian atau 
berdasarkan sebab lalri yang sah ; 

• Bahwa pembahasan draft KUA ada dibahas walau tidak lengkep Panitia ' I 
Anggaran DPRD dan TAPO . kadar pembahasan sa.ngat tergantung 
pengetahuan teknis, kepentingan, kehadiran dan jam pembahifsan, tetapi . I .. -: . 
mekanisme tetap dilaksanak�n akhirnya filter pembahasan adatah laporan 
Ketua Penggar dalam Rapat Paripuma DPRO secara detail : 

- Bahwa proses penc.airan blaya pematangan lahan tetep menglkU\I 
. IN 'I 

mekanisme Permendagrl No.13 Tahun 2006 tentang Pedoll)an Pengetolaan ' ; : ·J t. t. 1· 
Keuangan Daerah dan Fungsl control tetap ada pada Bupati saat penerbltan 
giro dan Sekretarls Oaerah saat penerbltan eek : 

. 

• Bahwa terdakwa sebagai manusia bia·sa menyadart �1d�Ne'
.
i\hilaf a� den 

• ·�llilW111 r ., 
kelemahan dalam menyusun judul pembiayaan yang sehal\Jsnya be�udul 
Pe�bayaran Biaya Pengganti Pematangan Lehan ya�g' �111�\�"t;� i�akan. pihak 
ketiga yang digunakan pemerintah Langkat untuk relokasl korban banjir ; 

HAlamin � darl 96 l!Jlaman 
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- Bahwa teldakwa tidak menilcmatl sepeserpun uang dart kegbltan tersebut 
yang telah cukup lama beljuang selama 5 tahun baru dlangg arkan dan 

dibayar; 

- Bahwa dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah sampal audit BPK 
. I 

tldak ditemukan messiah, dana dibayarkan kepada plhok yang bertiak 

menerlma melalul mekanlsma peraturan ; 

- Bahwa dengan segala kerendahan hati den memohon /' agar Terdakwa 
' I 

dibebaskan darl dal!waan den tuntutan Jaksa PenunM Unllim ; 

Menlmbang, bahwa selalll 1tu Penasehat Hukum Terdakwa dalam 
ll 

pembelaannya yar.g dibacakan didepan persidangan pada langgal 25 Agustus 

2011, pada pokolmya memohon agar Majelis Hakim yang memeril<'sa dan mengad1fi 
perf<ara lnl memutuskan 

- Menyatakan Oakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam bakwaan Primer 
j '1 • 

maupun dalam Oakwaan Subsldair tldak tel'buktl secara sah den meyaklnkan 

oleh karena ltu agar Majelis Hakim membebaskan Terdal<Wa darl segala 

Dal<Waan tersebut ; 

- Menyatakan bahwa pel'buatan Terdakwa mesklpun tel'buktl tetapi bukan 

merupakan pel'buatan kejahatan atau pelanggaran oleh karena itu agar 
Majelis Hakim ya,..g memer:ksa mengadili perkara In! me!epas Terdakwa dari 

segala tuntutan hukum ( onslag van recnt vervoolging ) ; 

- Memulihken kehonnatan dan martabat Terdal<Wa ; 

- Membebankan blaya perkara kepada Negara , 

Tcilnh rnendengar Replik Penuntul Umum pada hari Solasa lertanggal 6 
September 2011, serta Dupllk.Terdakwa/penasfhat hukum terdakwa psdn tenggal 9 
September 2011, yang pokoknya masing-masing tetap padn pendlriannya 

semula ; 

Menimbang, bahwa terdakwa telah dlajukan ke persldangan dengan surat 

dakwaan tanggal 20 Mei 2011, Nomor : PDs--04/STABT/0412011 dan telah 

dibacakan dlpersldangan pada tanggal 01 Juni 2011, dengan dakWaan sebagai 

berikut; 
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